
BUPATI PESISIR SELI\TAN
PROVITSI SUMATERA BA"BAT

PTRATUNAN BI'PATI PESIISIR STLITTIIIV
rroMoR , TArruu 2o2o

TEI{TAilG

PEMBEITTUIIAtr
RI'M.IUI SAI(IT I'MI'M DAER.IUI TAPAIS

DE,ilGAII RAHUA'T flIIIAlT YAITG MAIIA ESA

BUPATI PESISIR SELATAIT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peratu,ran
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tent ng
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perarigkat Daerah
maka Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D
diubah menjadi Rumah Sakit Umum Tapan
sebagai unit Organisasi yang bersifat khusus,
sehingga Peraturan Bupati Pesisir Selqten
Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, tidak
sesual lagi dan perlu diganti;

berdas:rkan pertimbangan

Mergmgat : 1.

sebagaimana maksud pada huruf a, perlu
menetapkal Peraturan Bupati Pesisir Seiatan
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum
Daerah Tapan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumate.ra Tengah (Lembaran Negara Republik
Indoaesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-
Uarlang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor
77) Jo Undalg-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

b.



3.

4.

5.

6.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Horupsi, kolusi dan Nepotisme
(t embaran Negara RepuLrlik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tamba.han kmbaral Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
Undarrg-gnd*rU Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaar Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambalun Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tatrun 2004
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuarrgan Negara (fcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4

tentang Perinbangal Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembara-n Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesi:a Nomor
so63);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit fl-embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O72);
Undang-Urdang Nomor 23 Ta.hun 2At4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah
betrerapa lrali diubah teral*rir dengaa Undaag-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tent€ng
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun



10.

1l-

2015 Nomor 58, Tambahan Lembara:r Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4
teiltang Administrasi Pemerintahan (Lerrrbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahela l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16
tentang Peraagkat Daerah fi,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nooor 4741),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintair Nomor 72 Tahun 2O19 terrtang
Perubahan Atac Peraturan Pdnerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Ta"mbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6O41);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintalran Daerah

{lembaran Negara Republik Indonesia Ta}run
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2OL5
tentang Pedoman Orgarrisasi Rumah Salit;
Peratwan Menteri Dalan Negeri Nomor 12
Tahun 2O17 tentsrg Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Uoit
Pelaksana Teknis Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang
trOasifikasi dan Perleiaren Rumsh Sakit;
Peraturan Daerah Kabupateri Pesisir Selatan
Nomor 8 Tahun 2O16 tentEng Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Pesist Sehtan Nomor 30
Tahun 2016 tenta-ng Kedudukan, Susuna.n
Orgarisasi, Tugas Pokok, Tata Kerja" Dan
Uraian Tugas Jabatan Struldural Dinas
Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAPAN.

12.

13.

14.

15.

16.

L7.

,)

Menetapkan



BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengal :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

3. Peaerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggala

pemerintahari daerah yang memimpin pelaksana'an urusan
pemerintahan yalg menjadi kewenangal daerah otonom'

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Ralqfat Daerah dalam. penyeienggaraan urusar
pemerintahan yang menjadi kewenalgan daerah'

5. Pemerintahan Daerah adalah penl'elenggaraai urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-iuasnYa dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dal'am

Undarrg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatal Kabupaten Pesisir

Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir

Selatan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, yang disingkat R$UD Tapan

adalah Rumah sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir

$elatan Yang Merupakan Unit Organisasi yang Bersifat Khusus'

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional
Kesehatan.

BAB Ii
PEMBENTUKAN

Pasal 2

{1) Dengan Peraturan Bupati ini fubentuk Rumah Sakit Umum Daerah

Tapan.

{2) RSUD Tapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, bertempat di

Kecamatan Basa IV Baiai Tapal Kabupaten Pesisir Selatan.

i3) RSUD Tapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
organisasi yalg bersifat khusus.

(a) Sebagai organisasi yang bersiiat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), RSUD Tapa:r memiliki otonomi dslam pengeloiaan

keuangaa dan barang milik daerah serta bida-ng kepega*'aian.
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi RSUD Tapan, sebaga.imana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

a. Direkturl
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
e. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
d. Kepala Seksi Penunjang Medis; dan
e. Kelompok Jabatan Pungsional.
Strulrt'ar organisasi RSUD Tapan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercarrtum 6r1,am lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

RSUD Tapan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)

berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala

Dinas.
Pelaksana RSUD Tapan dipimpin oleh seorang Direirhrr , dal
dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha" Kepala Seksi
Pelayanan Medis dan Keperawatan, dan Kepala Seksi Penunjalg
Medis, serta kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesatu
Dtektur

Pasal 5

Direktur RSLrD Tapar memiliki otonorni dalam pengelolaan
keuangan dan trarang milik daerah serta bidang kepegawaian.
Direktur bertarrggungiawab kepada kepala dinas melalui
penyampaian Iaporan pelalsanaan pengeloiaan keuangan dan
barang milik daerah serta bidang kepegawaian .

Direkiul RSUD Tapan dite&lpkan selaku Kuas* Pengguna Anggaran
darr Kuasa Pengguna Barang.
Direktur mempunyai tugas darr kewenangan:
a. Meny,usun rencana ke4'a dal anggaran;
b. Menyusun dokumen petalsanaai anggaran;
c. Menaldatelgani surat perintah membayar;
d. Mengelola utang dan piutang Daera.h ya:rg meqjadi tanggung

jawabnya;
e. Ivlenyusun dan menyanpaikan laporan keuangan unit yang di

pimpinnya;

(1)

t2l

(u

t2t

lJ,

(4)



(l)

{2t

f. Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat

penatausahaan keuangan; dan
g. Menetapkar pejabat lainnya dalarn unit yang dipimpfurnya

dala:n rangka pengelolaan keuangan Daerah.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pfumpinan,

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usahs yang dalam melaksanakan tugasnya

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
Kepala Sub Bagran Tata Usaha mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan administrasi RSUD Tapan meliputi
ketatausahaafl, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan,
administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan
pelaporan,
Untuk menyelenggarakan tuga,s sebagaimana maksud pada ayat
(1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:

a. Pen5rusuIan rellcar:i kegiata[ dal1 pengelo}aan adBinistrasi
kepegawaian;

b. Penyusunaa rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi
keuarrgan;

c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan UPT Dinas;
d. Pengkoordinasian, pelaksalaan, pengendaiian, dan evaluasi

pel.rapran UPT Dinas; dan
e. Pelaksa.raan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

{2}, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas setragai

berikut:
a Melakukan uf,usarx tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai

dan evaluasi kinerja pegawai;
b, Melakukan urusan rumah tangga, kearnanan, dan kebersihan;
c, Melakukan telaahsn darr penyiapan bahan penyusunan

peraturan perundang-undengan;
d. Mcnyusun program, renca$a pendapatan, dan pengclolaan

keuangan berdasarkan peratwan perundang-undangan;
e. Ivlenyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, verifikasi

pertanggungiawabsn keuangan, dan penatausahaan keuaIrsan;
f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap

bendahanawan dan pengetrola keuangan;
g. Mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan

lainnya dqlam penyusunan perencanaan dan pelaporan;
h. Mengonsep rencsna, program kerja dan anggaran berbasis

kinerja berdasarkffl tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata

(3)

(4)



Usaha, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada

rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
i, Melalsanakan koordirasi dengan unit kerja terkait dalam

pelaksanaan tugas;
j. Menyiapkan ba.Lan dan penyusunan rencana strategis dan

rencana kerja tahunan dinas;
k. Menyimpan berkas-berkas perencaraa.n' kepegawaian,

keuangan, dan pelapora.n; dan
l. Melaksaaakan tugas lain yang diberilcan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas pokok dal fungsinYa.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pelayanan Medis dal Keperawatan

Pasal 7

(1) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatar yang dal*m
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur.
(2) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatsn mempunyai tugas

melaksanakan tugas dibidang pelayanan meiiputi pelayanan medis

sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaima,na maksud pada ayat

(1), Kepala Seksi Pelayana:a Medirs ds.n Keperawaten,

menyelenggarakan fungsi :

a Pelaksanaan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang

telah ditentukan;
b. Pengkoordinasian, Penyusunan, pelaksanaan, pencatatan, dan

pengetrolasn segala kebutuhan peLayanan medis;
c. PenJrusunan rencara kebutuha.n pengembangan sumber daya

manusia tenaga medis dan keperawatan berdasarkan Stendar
Kompetensi;

d. Pengkoordinasian dan kerjasama antar Kepala Seksi dan Pejabat
Fungsionsl }ainnya dalam rangka kelalcaran pelaksanaan
tugas; da:r

e. Pelaporan hasil waluasi dan pemantauan pel,aksanaan kegiatan
kepada pimpinan.

{4} Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2},

Kepala Seksi Pelayarrarr Medis dan Keperaw&tarr mempunyai waian
tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencara dan program jangka pendek, jangka

menengah dan jangka panjarg berdasarkaa tugas pokok dan
fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mempel4iari, menelaah dan mempedomani peraturafl
penrndang-undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas
Seksi pelayanan medis darr keperawatan;

c. Mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta informasi
yarrg berhutrungarr dengan pelayarran medis dan keperawatan;



a. Perencanaan, pelal<sanaan pengeloiraan kebutuhan tenaga

medis, para medis dan non medis, inventsris peralatan dan
bahan yang benar dan sesuai dengan keirutuhan dilingkungan
bidang penunjang rnedis;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengeiolaan kebutuhan
pelayanan penunjang medis;

c. Pengawasan dan penilaian terhadap pelal<sarraan prosedur kerja
dan pelayanan diseluruh jajaran penur$ang medis, penunjang
rnedis bekerja sama dengan Instalasi terkait;

d, Pemantauan darr pengav/asan pengguraan fasilitas pel,ayanan

penunjang medis;
e. Pembinaan dan pengembangan tenaga medis, paramedik non

perawatan dan non medis;
f. Melakukan ufttsan ketatausahaan dan kerumahtanggaall pada

seksi penunjang medis; dan
g, Pengawasan dan pengendalian pengawasan pasien diinstalasi

pasien diinstalasi dibawah bidang penunjang medis.
(alUntuk menyelenggarakan pelaksanaan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:
a, Membuat rencana kerja seksi penuqiang berdasarkan

kebutuhan, memantau pelaksanaan dan membuat laporan
peiaksanaa"n;

b. Menyusun renana kebutuhan tenaga diinstalasi yang ada
dilingkungan seksi penunjang : instalasi farmasi, insta.lasi

radiologi, instalasi laboratorium, instalasi gizi, CSSD, Gas Med:ik,

IPLRS darr 1RSRS secara keseluruhan baik dalam .iumlah
maupun kuali'fikasi, berkoordinasi dengan instalasi terkait.

c, Men5,rrsun program dan rencana pengerrbangan kompetensi staf
pada insta.lasi yang ada dilingkungan seksi penunjang;

d, Menyusun renca.na obat-obatan, bahan habis pakai daa
reagensia (UTDRS darr iaboratorium) serta arrggaran biaya
trerdasarkan kebutuhan pelayanan di UPf Dinas;

e. Menganalisa da.n menyetujur usulan pengadaan dan permintaan
(obat-obatan, bahan habis pakai dan reagensia) dari ruaagan;

f, Menyusun jadwal rapat koordinasi dengan staf dan kepala
ruangan/instslasi yang berada di lingkungan seksi penunjarrg;

g, Mengawasi dan mengevaluasi kegiatsn staf agar tidat< terjadi
penyimpangan, sehingga setiap pereasaiahan dapat segera
diketahui; dan

h, Mela}sanakan tugas lain yang diberikan atasan sesua;i bidang
tugas.
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BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(t) Direktur, merupakan jabatan yang diiabat oleh dokter atau dokter
grgr yang diberikan tugas tambahan sebagai Direktur Rumah Sakit
Eselon IIIb.

{2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, merupaken jabatan struktural
eselon lVa,

(3) Kepala Seksi pelayanan medis dan keperawatan, merupalan
jabatan struktural eselon IVa

(4) Kepala Seksi Penunjang Medis, merupakan jabatan strulrtural
eselon wa.

(5) Kelompok Jabatan Furrgsional, merupalan tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai ketrompok sesuai

bidang keahlian dan keterampil,an.

Pasal 1 1

(1) Direktur RSUD Tapan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
sesuar dengal ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2} Ifupala Sub Bagian Tata Usaha, I(cpala Scksi Pclayanan Mcdis dan
Keperawatan, dan Kepala Seksi Penurjang Medis RSUD Tapan
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan
Direktur melalur Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

i3) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat F ungsiooal pada
RSUD Tapan ditetapkan $elalui Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
berkaitan dengan ditetapkamya Peraturan Bupati ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Bela-nja Daerah l(abupaten Pesisir
Selatan dan sumber-eumber 

.lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peratura-n perundaag-undangan,

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pejabat yang ada pada Ruoah Sakit Umum Daerah Tapan saat
Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas
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jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan
Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir

Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

kraturan bupati ini mulai berlaku pada tanqgal diundang!<an'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatal.

Painan
Januari 2020
SELATAN,

*

Diundangkan di Painan
Pada tanggal ? Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESI ELATAN,

_t

BERITA
NOMOR:

KABUPATEN PESISIR SEI-ATAN TAHUN 2O2O

Pada

a,\



I-AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NoMoR I rRnuN zozo
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA TAPAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMATAPAN

IR SELATAN

s;

KEPALA SEKSi
PENUNJANC

MEDiS

KEPALA SEKSi
PELAYANAN
MEDIS DAN

KEPERAWATAN

KEPALA SUB
BAGIAN TATA

USAHA

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

FUNGSIONAL /
PELAKSANA


